




Mengawali penyampaian pendapat akhir Fraksi Bintang Keadilan. dalam kesempatan

ini kami senantiasa mengajak kita semua bersyukur atas segala karunia nikmat dari Yang

Maha Kuasa sembari senantlasa memohon bimbingan dan kekuatan dariNYA agar kita

semua mampu menjalankan amanah mengelola bumi dan segala potensinya ( khalifatullah

fil ardi ) sehingga dapat optimal menghadirkan kese.lahteraan dan kemasylahatan bagi

semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Baginda Rasulullah

Tercinta penerang dunia dari Selapnya perilaku jahiliyah manusia.

Hadirin Sidang ParipurnaYanS Kami Hormati

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan bahwa; bumi,air dan kekayaan alam

yang terkandung didalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa.

Sejalan dengan hal tersebut maka setiap upaya explorasi terhadap segala sumber daya alam

yang tersedia harus senantiasa memberikan kemanfaatan bagi semua serta meminimalisir

setiap dampak negatif yang ditimbulkannya.

Atas Perubahan kelembagaan Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lin8kungan

Hidup yang didasarkan kepada perubahan perda no 12 tahun 2008, dan memperhatikan

peringatan ALLAH SWT; " Telah terjadi kerusakan yanS nyata di daratan dan dilautan akibat

ulah manusia ", FBK mengharapkan beberapa hal sebagai berikutl

Badan Lingkungan Hidup harus benar-benar profesional dan independen dalam

melaksanakan tugas-tutasnya, terutama dalam melakukakn kajian dan penilaian

AMDAL terhadap semua usaha pertambangan.

Semangat membuka iklim investasi yant seluas-luasnya harus diikuti dengan

pengkajian yang mendalam dan memperhatikan dampak jangka panjang yang

ditimbulkan.
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3. Atas Potensi PAD yang ditimbulkan perlu segera disusun payung hukum dalam

upaya optimalisasinya.

Akhirnya dengan memperhatikan hal hal tersebut, dengan mengucap ; " l-akhaula

wala kuuwata illa billahil'aliyll'adrim', FBK menyetujui RAPERDA tersebut diatas disahkan

menjadi Peraturan Daerah.

Demikian pendapat akhir Fraksi Bintang Keadilan ini kaml sampaikan, semoga

bermanfaat, amin.

Wallahulmuwaflqu lla aqramlththorlq wais.lamd.lalkum wr Wb.

Remban& 16 Mel 2012

FRAXIII BINTAI{G XEADIIAil

DPRD HBUPAIEN REMEANG



BUPATI REMBANG

SAilIBUTAN BUPATI REiiBANG
PADA RAPAT PARIPURNA

PERSETUJUAN RAPERDA TENTANG
PERUBAHAN PERDA NO. {2 TAHUN 2OO8'

TENTANG ORGANTSASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KAB. REII'IBANG

Rembang, 16 Mei 2012

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ykh. - Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan
Penlakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.
Forum Pimpinan Daerah Kab. Rembang.
Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten
Sekda dan Kepala Bagian di Lingkungan
Setda Rembang.

Ykh. -
Ykh. -

Ykh. - Kepala SKPD se - Kabupaten Rembang.

Ykh. - Camat se-Kabupaten Rembang, serta
Hadirin sekalian yang berbahagia.



Pertama-tama, marilah kita senantiasa

memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt,

Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan

rahmat dan ridho-Nya, kita dapat hadir bersama

dalam keadaan sehal wal'afiat pada acara Rapat

Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang.

Dengan mengucap syukur Alhamduliltah,

Rapat Paripurna DPRD dengan agenda

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun

2008, tentang Organisasi dan Tata Keria

Perangkat Daerah Kabupaten Rembang telah

dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan

ketetapan-ketetapan dari agenda yang telah

disepakati bersama.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan

serta hadirin yang saYa hormati,

Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam

hal ini Eksekutif sangat menghargai semangat
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dan kerja keras Legeslatif, sehingga dari

Raperda yang kami ajukan telah diproses

melalui pembahasan yang efektif dan akurat

dalam rapat Pansus DPRD Kabupaten
Rembang.

Oleh karena itu, dengan kerja keras Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rembang, dalam membahas Rancangan

Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah

melalui rapat Paripurna ini, saya atas nama

Pemerintah Kabupaten Rembang

menyampaikan terima kasih dan penghargaan

yang setinggi-tingginya.

Terkait dengan disetujuinya Rancangan

Peraturan Daerah tersebut, diharapkan
pembentukan Kantor Lingkungan Hidup menjadi

Badan Lingkungan Hidup, secara otomatis akan

meningkatkan peran dan tanggungjawabnya,

terutama dalam bidang investasi dan kegiatan

ekonomi di Kabupaten Rembang. Karena

I
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dengan masuknya investor di Kabupaten

Rembang, faktor izin lingkungan menjadi hal

utama dalam persyaratan untuk memperoleh izin

usaha dan/atau kegiatan. Sehingga dapat

dikatakan nantinya Badan Lingkungan Hidup

akan menjadi pintu pertama dan penentu

masuknya investasi di Kabupaten Rembang.

Selain itu, dengan ditetapkannya Kantor

Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan

Hidup, maka syarat penyelenggaraan dalam

penilaian analisis mengenai dampak lingkungan

(amdal) dapat terpenuhi, dimana syarat sebagai

Komisi Penilai Amdal dipimpin oleh pejabat

minimal setingkat eselon ll (dua) dari instansi

lingkungan hidup Kabupaten/Kota.

Untuk itu, melalui sidang dewan yang

terhormat, dengan ditetapkannya Rancangan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda

Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi

dan Tata Keria Perangkat Daerah Kabupaten



Rembang, menjadi Peraturan Daerah, sekali lagi

saya atas nama Pemerintah Kabupaten
Rembang mengucapkan terima kasih dan
penghargaan setinggi-tingginya, kepada saudara
Pimpinan dan segenap Anggota Dewan, atas

ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah ini.

Demikian beberapa hal yang dapat kami

sampaikan dalam Rapat Paripurna persetujuan

Rancangan Peraturan Daerah, melalui Sidang

Dewan yang terhormat.

Semoga Allah Swt memberikan petunjuk

dan bimbingan kepada kita dalam membangun

daerah dan mensejahterakan masyarakat

Kabupaten Rembang.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum



TAMBAHAN PENIEIASAil SAMU'TAN Bl.lPArl RETIBAIIG
PAOA RAPAT PERSETUJUAN RAPEROA TEI{TANG

P€RUBAHAII PEROA M)iIER 12 TAfIUI{ ZX'8 TETTAilG
ORGAT{ISASI OAI{.TATA I(ERJA PERANGIGT OAERAH KABUPATEX REMEA'I6

Dan lnsyaallah dengan komitmen Pemerintah l(abupaten Rembang akan

menindaklanjuti rekomendasi - rekomendasi yang telah disampaikan dalam rangka

independensi Badan LH, serta keseimbangan karena selain jadi pintu pertama bagi

masuknya investasi didaerah kita, sekaligus sebagai peniaga kelestarian sumber daya

alam di Kabupaten Rembang agar lebih selektif dilaksanakan sehingga pelakana

pembangunan di Kabupaten Rembang tidak hanya bedikir jangka pendek atau jangka

menengah saia, tetapi harus berfikir jangka panjang untuk anak cucu kita yang akan

mendapatkan warisan dari kita,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Rembang, 16 Mei 2012
BUPATI R€MBANG

ttd

H. MOCH SALIM, M. Hum



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59282
:IEMBANG

KEPI.'I'USANI DEWAN PEIiWAKILAN RAKYAT DAERAH
I(ABt]PATI:N REMBANG

lit)tvlOii fAl IUN 2012

!l .r.^.1'1C

PERSI TUJIJ^Ii I',I iJI- TN T,n IJ RANC,^.]CAN PERATUMN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS] PERATURAN DALRAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 12
TAHUN 2OO8 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGT<AT DAERAH

KABUPATF-N REMBANG

I)F\^r'AN PERWAKII AN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

[t-t!96irnh:nn , l-\-l-,,.,. A.>t-:a ranaVa momnortu nL^h_r..-.... e..e.._ ... _...1, -, nv.r.v.: I pglayanen otcnomi daerah perlu
dilakukan penguatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
akuntabilitas, kinerja kelernbagaan, peningkatan kualitas sumberdaya
manusia serta inFormasimanajemen yang akurat dan praktis yang
didukung organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien
denoan mpmocrtimhanokan ketr((uhan dan kemamptran daerah,

b. b;li,',, l"craii.iran Dariah l(abupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja perangkal Daerah
KabLrpaten belum mengatur secara maksimal kewenangan dibidang
lino,<.uriuan hrrluo selrinooa oerlu melakukan oerubahan :

. balt'.,.,: lrercJasarl(an p.,.1imbangan sebagaimana dimaksud padg
huruf a dan huruf b, perlu persetujuan Dewan penarakilan Rakyat
Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor .13 Tahun 1950 teniang Pembentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

a Un:'rng-Untiang I!cr.'r. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegau,,aian sebagairirana telah diubah dengan Undang-Undang
l',lcrnc,r 43 Tatrun .1999 tentang Perubahan Atas Undang -Undang
Nornor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;

Undanq-Undang Nonror 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undeng-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang flomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
KeLrancran Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

Unclang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
PenEelolaair Lingkunga n llidup ;

Un(jang-Undang Nomor' 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-tli'rrlangan,
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-'' P:raturan Fe;nerinieh Nomor 16 tehur. 1994 tent?ng Jabatan

Fungsional Pega'vai l',iegeri Sipil ;

3. Peraturan Pemerinlah Nomor TgTahun 2005 terrtang Pedoman

Penr5inaan ctan Pengawasan Per:yelenggaraan Pemerilltan Daerah;

9. P,J!'3t,Jren Pen::r:ntir!-: l'iorncr 38 Tah'.rn 20.17 lelltang Pemt'agian
Llrusan Penrerintal,, Perneriniaharl Daerah Provinsi dan
Penrerintahau Daer alt Kabupaten / K.ota ,

1C. Peraturan Penlerintillr Nomor 41 f alun 2007 tentarrg Organisasi
Perarrgkat Daeran ;

'l i Porilturan Daetalt K.,bupalen Rembang lvomor 2 Tahtln 2008
'.ent lllg Urusalt [ 

")llterintahan 
'/ang Menladi Kewenangan

Pernt:rintahan Daeralt Kabupaten Rembarrg ;

12. P:rar.uran L\aei::h K.3b'-lL'3ten Remb.?ng Ncmcr -12 l-anun 2008

tentang Orglanisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Ren,bang ;

13.Peraturan f)ewan Peruvakilan Rakyat Dae;ah Kabupaten Rembang
l'lomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabrrpaten Rembang.

Mernperhatrkan 1 I_aporan Panilia Khusus Dewan Penrakilan Rakyat Daerah
Kab,JPaten Rernbang

2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Penvakilan R akvat Daerah
Kaoupaten Rembang, tanggal 07 Mei2012

3. Pembicaraan pernbicaraan dalam rapat Paripurna Dewsn
Pe,'wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 07 Mei

2012
MEMUTUSKAN

Merrv.."trrlui Perretapan Rancangan Peratuian Daerah Kabupaten
Rembang tentang Perubahan Atas Peraturen Daerah Kabupaten
Rernbang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Keqa
Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dengan segala perubahannya
sebaEarmana terlarnpir rnenjadi Peraturan Daeran.

Menverahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .

Keptrrusan ini mulai berlaku sejak tanggal Jitetapkarr.

Ditetapkan di Remtang
Pada tanggal '16 MEI 2012

DEIA/AN PERWAKII.AN M.KYAT DAERAH

Menetaplian:

KEDUA

KETIGA



BUPATI RI]MBANG

PIIRATURAN DAERAI.I Ii^I]UPATEN REMBANG

'l'AFltJN 20r 2NOMOR

TEN'TANG

PE}?UUIJJAN ATAS PtrIIATURAN DAERAH KABUP/.,.TEN REMBANG
NOMOR i2 1AHUN 2006'fENTANG OIIGAJ\iISASI DAN TATA TER.'A

PtrRANGKA'T DAERAH T.ABUPATEN REMBANG

DENCTAN RAHMAT TUH.AN YANG IVIAIIA ESA

BUPATI RDMEANG,

Menimbalg : a. bahwa dalam rangka me:nperkokoh pelaksanaan otonomi
daerah perlu dilakukan penguatan penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Daerah, akuntabilitas, kinerja kelembagaan,
peningkatan kualitas Sumber Daya I\{anusia serta informasi
manajemen yang a}:urat dan praktis yang didukung
orgnnisasi perangkat daerah yang efektif dan elisien dengan
mempcrtimbangkan kc b u tuhan dan kemampuan daerah;

b. bahwa Feraturan Dlcr.ah Kabupaten Rembang Nomor 12'fahun 2OOB tentang Organisasi drrn Tata l(en'n peratoLat
Daer_ah Kabupatcn Rembang belum mengatur seiara
maksimal kewenangan di bidang lingkungan hidup sehingga
perlu melakukan penrbrhan;

c. bahwa untuk maksucr tcrsebui dalarn huruf a dan huruf b,pel{u menetaplian pcraturan l)aerah tentang perubahan
Atas perahrran Daerah Nomor 12 Tahun ZbOg tentang
Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten
Rembang.

Mengingat: l. IJndang-undang Nomor 13 Tahun lgso tentangpembentukan Daerah-Caerah Kabupaten dalam Lingkunga;propinsi Jawa Tengah;

'). Undang_Urdang Nomor B Tahun 1974 tentang pokok_pokok
Kepegawaian (Le_mba'an Negara Repubrik tnd"onesia Tahun1974 Nomor 55, Tanrbah"rr. t"mbaran fVelara-nepuUtik
Irrdonesia, Nonror 3O4 I) sebagaimana i.Lrf, a?"Ulfr.*d"rrg"r,Undang_Undang Nomor q g iahun 1999;n;;ie.uuarra'Atas Undang_Undang Nomor s Tahun fSi;I""-t""i pokok_pokok Kepegawaian (Lcmbaran Ncgara R"p;;'lifffidonesiaTahun 1999 Nomor 169, Tasrb-ah"" I*--b;; NegaraRepublik Indonesia Nonror 3g9O);



.1 Undang-Un<lan3 Nottror 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemcriita-han Daerah 1 Lcmbaran Negara Republik Indonesia
I,lomor 125 Tahu,r 2004, Tambahan kmbaran Negara
Republik Inclonesia Nonror 4437) sebagaimana telah diubah
be[erapa kali, terakl.rir dengern Urrdang-Undang Nomor 12

Tahun-2OOS tentang Pcrubahan I(edua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pernerintatran Daerah
(kmbaran Negara. Republik Indonesia l'ahun 2OO8 Nomor
i9, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomot
a8441;

Undang-Undang Notnor 33 Tahun 2OO4 tentang
Peimbingan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintrihan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Ta}un 2OO4 Nomor 126, Tambahan lcmbaran Negara
Republik Indonesia Non.ror 4438);

Undang-Unrlang Nomor g2 Tahun 2OOg t"-tt"t'g
Perlindungan dan Pen gc lolaan Lingkungan Hidup (Lembarart

Negara fihun ZOOS Nomor 14O, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5059);

IJndang-Undang Notuor L2 Tahun 2011 tentang
pembentukan Petatttran Perunda:rg-Undangan (kmbaran
Negara Republik irrtlonesia Tahun 2011 Nomor 82,
tamUafran lemtrarar.r Negara Republik Indonesia Nomor
5234;

Peraruran Penrerintah Nomor 16 Tahun L994 tentang
Jabatan Fungsional Pcgawai Negeri Sipil (lrmbaran Negara
Republik Indbnesia 'l'ahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lcmbaran Negara Rcptrl:lik Indonesia Nomor 3547);

4.

5.

6.

9.

10.

u. Peraturan Pemerintah Nomor 79 't ahun 2005 tentang
Pedoman f'embinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (l.crnbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOS Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nonr<.,r 4593);

Peraturan Pemerintah Nomr:r 38 l'ahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Anta-ra Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lcrnlraran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT l{omor 82, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia No:nor 4737);

Peratnran Pemerintah Nomor 41 Tahrrn 2OO7 tentang
Organiaasi Perangka c Daerah (Lemtlaran Negara Republik
Indouesia Tahuu 2O07 Nomor 89, I'ambahan l*mbaran
Negara Republil< Indoncsia Nomor 4741);

Peraturan Prt siden Nomor 47 Tahun 2OO9 tentang
Pembcntukan dar Organisasi Kem.entrian Negara
setragaimana telah bcbcrapa kali Ciubah terakhir dengan
Peraturan Presiden itlomor 77 Tahun 2OLl tentang
Perubahan Kedua ata.s Peraturan Presiden Nomor 4.7 Tahun

I l.



Menetapkan :

2009 tentang Pcmbcntukan dan Organisasi Kementrian
Negara;

12. Peraturan Daerah l(abupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2O()8 tentang Unts:rtr Pemerintahan Yang Menjadi Urusan
P,srrrerintah Kabttpaten Rembnng (Lembaran Daerah
I(atn rpaten Rembarrg Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
lernbiran Daerah Ktrbupaten Rerobang Nomor 81);

13. P(:raturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahirn
2OO8 tentang tirganistrsi dan Tata I(erja Perangkat Daerah
Kabupatcn Rembrrng (Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 20o8 Nomor 12, Tambahan L'embaran
Daerah Kahupaten licrnbang Nomor 90).

Dcngan Pe rst:t ttj uarn Bcrsama

DEWAN PERWAKILAN RAKYT\.I DAERAH KABUPATEN REMBANG
rla n

tsUPATI ITDMBAI.IG

ME}IU'IUSKAN:

PERATURAN DAERAH TEN'I'ANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAI{ KABUPATEN REMBA}'IG NOMOR 12
,TAHUN 2OO8 TENTNNG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEFINGKAT DAERAI I KABUPATEN REMRANG.

Pir:;al I

Beberapa Ketentuarr dalam Peratlrran Daerah KabuPaten
Rembaig Nornor 12 Tahun 2OO8 te-ntgng Organisasi- dan
'fata K-eria Pern'rgicat Daerah Kabupaten Rembaag
(tcmbaru ri Daerah Kirbupaten Rembang Tahun 20OB Nomor
i2 Tambahan Lenr l-l, r r.rn Dacrah Kabupaten Rembang Nomor
9O), diubah sr:bagai lrcrikut :

l. Ketentuan <lrrLrm Pasal 3 ayat (l) diubah, sehingga
kr:sehrnrlrar: i).rsal 3 bcrbunyi sebagai bcrikut :

(il Perang!<a L Daerah sebagain:ana dimaksud dalam
Pasal 2, tcrdiri dari :

a. Sekrctrrriat Daerah;
b. stafAhli;
c. Sekj'etariat DPRD;
d. Dinas Daeralr, terdiri dsi :

I. Dirr.rs Pendidikan;
2. Dina.s Kesehatan;
S. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dr,..as Perhubrrngan, Komunikasi dan

Irrtbrmatika;
5. Dinris Kepcndudullan dan Pencatatan

' Sipil;
15. Di,u,s Sos.ial, Tenaga Kerja, dan

'li'iut smigrasi;
'/. Dirras Kebud ayaart, Parin isata, pemuda

clarr Olah raga;
B. Dinils Pertanian dan Kehlrtanan;
9. Dirrrrs l(elautan dan Perikanan;
J O, Drrxrs Perind ustrian, perdagangal,

KoJx:rasi dan Usaha Mikro, Xecl -aari
I\4 r.r ictrgah;



I l. Dinas Energr dan Sunrber Daya Mineral; -ii. Dirias pendipatan, Pcrrgeloiain Keuangan dan Aset Daerah'

e. lembaqa teknis daerah, tcrdiri-dari :

l. BXdan Perencanaran i'ctnbangunzrn E aer ''';
2.. InsPcktorat;
3. Bada.u KePegawaian Dacrah;
4. EiOao PeinEerdayaan Itttasyarakat, Perempuan dan Keluarga

Berencana;
5. Badan 'Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian, Perikanarr (lan Kehutanan;
6. I(antor Ke satr tatr llangsa, Politil<, dan Perlindungan

Masvarakat:
7. Badin Lingkungan I IirluP;
B. Kantor Peruustakaar: clan ArsiP;
9. Rurnah Saftit Ur,rum Daerah dr. R. Soetrasno;

f. SATPOLPP;
g. I(arrtor Pelayanan Perijinarr Terpadu;
h. I(ecamatan
i. I'.elurahan

(21 Bagan organisasi Perangkat Daerah. sebagaimana tersebut dalam
'-' Gr:ipira' l-'merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

2. Judul BAB rc(tv diubatr sehingga BAB )O(tV berbunyi sebagai berikut :

ENB XXIV

BAT'AN LIN(}KUNGAN HIDUP

3. Ketentuzrn dalam Prrsal 85 diubah sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai
berikut:

. I'rtsal 85

Baclan Lingkungan Hidup rnen-rpakan unsur pendukung iugas bupati di
bidang lingktrngan hidup yang dipimpin oleh kepala badan yang
berkedtrdukan di bawah dan bcrtanggung jawab kepada bupati melalui
sekretaris daerah.

4. Ketelrtuan dalam Pasal 86 di'.rbair seitingga Pasal 86 berbunyi sebagai
berikut:

l)irsitl 86

Badan Lingkungan Flidup rnempunyai tugas
pen)rusunarr dan pelaksaaaan kcbijakan daerah
hidup.

pokok melaksanakan
di bidang lingkungan

5. Ketentuan dalam Pasa!. 87 di'.rl;ab sehlngga Pasal 87 b.erbunyi sebagai
berikut:

l,lrsal 87

Bacian Lingkrrnga.r: Iliciup Calam melaksanrakar tugas sebagaimana
dir.'raksud drrlam Pasal 86 :r:er.v:lenggarakan fungsi:
a. penrmusan. l<ebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;



b. pemberian dukr-rngal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bioang lingkungan hidup ;

c. pembinaan dan pelaksanaarl tugas di bictang lingkungan hidup ; dan
d. pelaksanaan hrgas lain yang diberikan oleh bupati di bidang

lingkungan hidup.

6. Ketentuan daiam Pasal 88 ay:it (1), ayat (2), ayat (3) rlan ayat (5) diuba,.
sert:r diantara ayat (3) dalr r.,1'lt (4)disisipka.n 3 a)'at ,-aitu ayat (3a),ayat
(3b) dan ayat (3c) sehingga keseluruhan Pasal 88 berbunyi sebagai
berikut.:

I'irsal 88

(1) Susuna.n Organisasi Baclan i,ingkungan Hidup terdiri dari :

a. kepala badan;
b. sekretariat, yang membarvahi:

l. sub bagrztn perencar,ann ;

2. sub ba.gian keua;rg,itrr ;

3. sub bagian umuirt clau kepegawrrian.
c. bidaug pengkajian dampak dan pengendalian pencemaran

lingk:ngan, yang tnembar"ahi :

1. sub bidang pengkajran dampak lingi<ungan
2. srrb bidarrg pengencialian pencemaran iingkungan

d. bilang pengendalia:.,. kerusakan lingkuirgan dart konservasi sumber
dalra alam, yarrg rrrcr.tbavzahi :

1. sub tridang pengendaiian kerusakan lingkungan
2. sub bidang konsr:rvasi sumber daya alarn

e. bida;rg penaatan huku,n, pengembangan kapasitas dan instrumen
lirgl:ungeLn, yang rrtembaw.rhi :

1. sub bidang i)enaa:a n htrkum.
2. sub bidang pengenrl;:rngan, peningkatan kapasitas dan

instrnrnen lingkrin g.r n
f. UPTT];
g. kelornpok jabatan funlisionitl.

(2) lir,kretariat sebagaiman:r <liruaksud pada ayat {l), dipimpin tleh
sekre Laris lrang berada <li bawah dan bertang65ung jau'ab keoada
kepala oadel.

(3) Bidang sebagaimana dimal<sud pada ayat (t) huruf c, huruf d dan
hunrf e, masing-masiug diprmpin oleh kepala bidang yang berada di
bawah dan bcrtanggung j:rrvab kepada kepala badan.

(3a) Sub bagirrn scbagaimana climaksud pada ayat (l) huruf b, masing-
masing dipimpin oleh k-epala sub bagian yang berada di bawah dan
bertanggun g jawab kepada sekretaris.

(3b) Sub bidang sebagaimala <limaksud pada ayat (i) huruf c algka 1
rlan angka 2, huruf d angka I dan angka 2 serta huruf e angka 1 dan
ang,ka 2, masing-masing dipimpin oleh kepala sub bidang yang
berirda di bawah dan bertar-rggung jawab kepada kepala bidang yang
ber:;angkutal.

(3c) UPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipimpin oleh Kepa_la
I)PTB yarrg berada di bau.zrh da_n bertanggung jawab kepada kepata
badirr.



(4)KelompokJabirtanFungsionalsebagaimanadima]<sudpadaayat(l),
aifimiin ot6h tenaga lir'gsion"l scnior sebagai ketua kelompok dan

bertacggung jarvab kepacitr kepala badan'

(5) Bagau f)rganisasi Bade rr Lingkungan Hidup sebagaimana tercsntum
aar"amr,ampirarrXKl',.,"..,p"ka,'bagianyangtidakterpisahkandari
Peraturan Daerair itri.

7. Ketentuan dalam Lampiran I(XII diubah selingga Lampiran )ool
sebagalrnaua terc€ultul dsl"rnr la.mpiran merupakan bage.rr yang tidak

terpisahkan dari Peralruran Dacrah ini

Pasal lI

Peraturan Daerah ini mrrlai berlaku pada tanggat diundangkan'

Agar setiap orang meirgetahuinyar, memerintahkan pengundangan Peraturan

O"aerafr ini aen[an pJnernpatir:rrya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM
Diundangkan di Rembang
pada tanggal
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BtDAN6 PENGT(AJ!At'{ DAI\IPAK
DAN PENGENDALIAN

PENCEMARAN LINGKUNGAN

SUB. BIDAI.{G PENGY'^JI,AN DAMPAK
LOiGKtJIiGAN

SUB. sIDA,\C PENGENDALIAN PSNCEMARAN
LINGKUNGAN

H. MOCH. SALIM


